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 ABSTRAK 
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Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social 

(penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah 

mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. 

Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi 

hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan 

rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah 

sikap kerakusan dan aji mumpung. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dampak korupsi, khususnya dalam bidang 

perkembangan ekonomi dan penegakan hukum. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode normative, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang 

dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan Dampak korupsi dalam 

perkembangan ekonomi adalah menimbulkan lesunya pertumbuhan 

ekonomi dan investasi, penurunan produktifitas, rendahnya kualitas 

barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan 

meningkatnya hutang negara. Adapun dampak korupsi dalam 

penegakan hukum adalah menimbulkan pemerintah tidak dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik dan hilangnya kepercayaan rakyat 

terhadap lembaga Negara.  

 ABSTRACT 

Keywords: 

Corruption, 

Economy, Law 

Enforcement 

Corruption in Indonesia today has become a very dangerous social pathology 

(social disease) that threatens all aspects of the life of society, nation and state. 

Corruption has resulted in enormous material losses to state finances. This 

form of expropriation and depletion of state finances occurs in almost all 

regions of the country. This is a reflection of low morality and shame, so that 

what stands out is an attitude of greed and slander. This study aims to analyze 

the impact of corruption, particularly in the fields of economic development and 

law enforcement. To achieve this goal, the research was conducted using a 
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normative method, namely legal research conducted by examining library 

materials to find the rule of law, legal principles and legal doctrines in order to 

answer the legal problems faced. The results show that the impact of corruption 

in economic development is causing sluggish economic growth and investment, 

decreased productivity, low quality of goods and services, decreased state 

revenue from the tax sector, and increased state debt. The impact of corruption 

in law enforcement is that the government cannot carry out its functions 

properly and the people's trust in state institutions is lost. 

 

1 PENDAHULUAN 

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan 

keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan 

sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua 

aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan 

terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni 

(orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan samapai pada 

pelaksanaan) dan pembiayaan (Husaini, 2017). Diantara dua faktor tersebut 

yang paling dominan adalah faktor manusianya. Faktor manusia yaitu 

peran serta warga negara dalam pemberdayaan masyarakat yang sudah 

muncul sejak diberlakukannya UU 1945 dan secara konstitusional telah 

memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang 

terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Namun peran 

serta Warga Negara dalam pembangunan di era reformasi ini masih 

memperlihatkan kecenderungan belum berjalan dengan sempurna 

(Alvian, 2021). 

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari 

keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara 

tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah 

merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang 

miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya 

kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi 

pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral 

dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran 

dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. 

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social 

(penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah 
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mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar 

(Astuti & Chariri, 2015). Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah 

terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan 

secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, 

THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk 

perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di 

seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya 

moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan 

dan aji mumpung. Kondisi semacam ini akan membawa konsekuensi yang 

tidak baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia saat ini maupun 

masa yang akan datang (Ash-shidiqqi, 2021). 

Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada 

jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika 

kita tidak berhasil memberantas korupsi,atau paling tidak mengurangi 

sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap Negara ini 

akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk 

menjadi sebuah negara yang maju (Widiastuti, 2009). Karena korupsi 

membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke 

jurang kehancuran. 

 

2 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu  

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang 

dihadapi (Marzuki, 2017). Adapun jenis data yang disampaikan oleh 

peneliti adalah data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa 

kata atau kalimat, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk 

penulisan hukum. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan 

menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Perundang-undangnan 

terkait korupsi dan undang-undang lainnya yang terkait dengan penelitian 

ini. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-

tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, disertasi, jurnal, 

makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Pengambilan 
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data penelitian dilakukan melalui library research (studi kepustakaan) 

dengan teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum 

bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, 

pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian. Selanjutnya data 

dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun 

secara sistematis. 

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi 

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an 

enermous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan 

negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama 

kesejahteraan masyarakat (Arief, 2015). Pada sektor ekonomi, korupsi 

mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor privat, korupsi 

meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko 

pembatalan perjanjian atau karena adanya penyidikan (Hariyani & 

Priyarsono, Dominicus Savio, Asmara, 2016). Namun, ada juga yang 

menyebutkan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah 

birokrasi yaitu adanya sogokan yang menyebabkan pejabat dapat membuat 

aturan baru dan hambatan baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa 

mengacaukan perdagangan. Perusahaan yang berada pada lingkup 

pemerintahan akan terlindungi dari persaingan, hal tersebut menyebabkan 

perusahaan menjadi tidak efisien. Berbagai macam permasalahan ekonomi 

lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan 

berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi adalah 

sebagai berikut  

Pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi 

bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi 

dalam negeri. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga 

karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam 

negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau 

karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam 

negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk 

pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan 

kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain 

masalah stabilitas (Makhfudz, 2016). Kondisi negara yang korup akan 
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membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di 

negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki ‘biaya 

siluman’ yang tinggi. Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di 

seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah 

ancaman serius bagi investasi yang ditanam.  

Kedua, penurunan produktifitas. Dengan semakin lesunya 

pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, 

bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan 

terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih 

baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan 

produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan 

usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi 

untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya 

investasi. Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan 

permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya 

angka pengangguran (ME et al., 2013). Ujung dari penurunan produktifitas 

ini adalah kemiskinan masyarakat. 

Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi menimbulkan 

berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi 

publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih 

banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas 

proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang 

terjadi. Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan 

jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat 

keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat 

kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga 

mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan 

menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah (I Ketut 

Patra, 2018). 

Keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. 

Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi 

perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam 

menyediakan barang dan jasa publik. Pajak berfungsi sebagai stabilisasi 

harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain 

pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang 

dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, 
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dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan 

menyejahterakan masyarakat. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor 

pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan 

pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan 

memperkaya diri sendiri. 

Kelima, meningkatnya hutang negara. Kondisi perekonomian dunia 

yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk 

Amerika Serikat dan negara-negara Eropa (Sihono, 2012), memaksa negara-

negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong 

perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya 

anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. 

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri 

yang semakin besar. 

 

3.2 Dampak Korupsi dalam Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan 

keseriusan tinggi, komitmen dan semangat menegakkan keadilan yang 

utuh. Penegak hukum akhirnya bukanlah seorang yang sekedar 

digerakkan oleh pasal-pasal dalam perundang-undangan, tetapi harus 

mengkontekstualisasi dan mengobyektifikasi nilai-nilai yang ada dalam 

teks terhadap fakta-fakta yang berkembang sehingga keberadaan teks 

yang mati tersebut selaras dengan semangat konteks yang selalu dinamis, 

hidup dan tidak bermakna tunggal (Ash-shidiqqi, 2020).  

Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penegakan 

hukum, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menimbulkan fungsi 

pemerintahan mandul. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat 

personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi 

tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas 

organisasi tempat si koruptor bekerja (Salama, 2014). Pada tataran tertentu, 

imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering 

bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi 

yang lebih nyata. Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan 

kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. 

Di sisi lain lembaga politik sering diperalat untuk menopang 

terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti 

bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit 
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(vested interest). Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi 

pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat terjadi karena 

korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, 

menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset dan 

memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan 

politik. Oleh karena itu suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi 

akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Hal ini dapat 

mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya 

dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat. 

Kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. 

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di 

Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang (Natalia, 2019). 

Banyak informasi melalui berbagai media tentang bobroknya penegakan 

hukum di Indonesia, seperti kasus Gayus Tambunan sampai perang 

kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktek mafia hukum. 

Seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas 

dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan 

pemerintah (government sovereignty), hak-hak mereka dapat dilindungi. 

Dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan 

berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga 

tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya. 

 

4 KESIMPULAN 

Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi adalah 

menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan 

produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya 

pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. 

Adapun dampak korupsi dalam penegakan hukum adalah menimbulkan 

pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan hilangnya 

kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara.  
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